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JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINASBAGI PEJABAT NEGARA,

PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK

TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan maka perlu
menyusun satuan biaya perjalanan dinas bagi pejabat
negara, pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil,
dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah
Kabupaten Pasangkayu;

b. Bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 46 Tahun
2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai
Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, perlu ditinjau
kembali dan dilakukan penyesuaian;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf
b,perlumenetapkanPeraturanBupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 46 Tahun
2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai
Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor
4071);

3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017tentang
Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi
Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor
312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6715);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 46 TAHUN
2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati

Mamuju Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Biaya

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,

Calon Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Berita

Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 Nomor 46)

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PASANGKAYU,

TtdTTD

AGUS AMBO DJIWA
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Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 Desember 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

H. ABD. WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2015 NOMOR 46


